SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan

1.

Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Tengah perlu adanya upaya
pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian
Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli
Tengah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan
Komisi Pemillhan Umum perlu dibentuk Unit
Pengendalian Gratiikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tapanuli Tengah tentang Pembentukan  Unit
Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tapanuli Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5698);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum perlu dibentuk Unit
Pengendalian Gratiikasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12



Menetapkan -

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan  Sekretariat Komisi Pemilihan = Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
99);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH.



KESATU

KEDUA

Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi yang

selanjutnya disebut UPG pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tapanuli Tengah dengan susunan personalia

dan tugas tim sebagaimana tercantum pada Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi

untuk:

a. melaksanakan program dan Kegiatan pencegahan
Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli
Tengah, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan  Suara, Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara;

b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi
Sumatera Utara dan/atau UPG KPU dalam hal
pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan  Suara, Kelompok  Penyelenggara
Pemungutan Suara;

c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;

d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan
Gratifikasi;

e. menyimpan, menginventarisasi, dan
mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan
Gratifikasi;

f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan
penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan
barang yang mudah rusak atau busuk;

g. mneyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari
jajaran KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara kepada
UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi

setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;



h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran
Gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Tapanuli
Tengah, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Kelompok  Penyelenggara
Pemungutan Suara di lingkungan KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Kelompok  Penyelenggara
Pemungutan Suara;

i. menyampaikan laporan berkala .kepada UPG KPU
dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang
perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan
Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di
lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya WAHD FASaRIBH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
TEN TAPANULI TENGAH




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

TAHUN 2025
NO NAMA JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM
1 2 3 4
i |Wakid Pasaidbu Ketua Kpu Kabupaten
Tapanuli Tengah
A ta Kpu Kabupaten RengimEy
2 | Abdul Haris Nasution nggo"a APy p
Tapanuli Tengah
3 | Juliana Hutasuhut Sekretaris Kp.u Kabupaten Ketua
Tapanuli Tengah
Ksb. Teknis
4 | Ilseria Zuidar Lubis Peny(?lenggaraan Pemilu, Sekretaris
Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat
S | Maruli Nasution Ksb. Hukum dan SDM Anggota
6 | Sudirman Silaen Ksb. Perencaaan, D ata dan Anggota
Informasi
; ; Ksb. Keuangan, Umum dan
7 | Iyasir Arafat Hasibuan Logistik Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.
WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SE VETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

‘ ian Teknis Penyelenggaraan
/{ T Pemj at) 1;sipasi dan  Hubungan



